





A. Latar Belakang 
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 
perhatian pemerintahan di negara manapun. Kemiskinan adalah kondisi di mana 
seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan dalam 
hidup layak, kebebasan harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain-lain (Didu 
dan Fauzi, 2016). 
Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 
pemerintah negara Indonesia, Pemerintah belum mampu menghadapi atau 
meyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar 
masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang 
mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah, kualitas sumber daya manusia 
sering dikaitkan oleh keterampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh 
karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimal 
karena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi 
kesejahteraan rakyat. Mengatasi masalah kemiskinan adalah usaha untuk 
menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi serta memberikan kesempatan lebih 
besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial (Trisnu dan Sudiana, 2019) 
Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 
jumlah penduduk yang terus mingkat, upah minimum yang dirasa masih kurang 




tinggi akan berdampak pada sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan 
masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali, dengan tidak ada 
penghasilan yang dimiliki menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka kemiskinan akan timbul.  Pemerintah 
sudah melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan. 
Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah, 
Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi miskin, 
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan masih banyak program 
pemerintah yang intinya mengentaskan kemiskinan.  
Secara konsepsional, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup 
yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara 
operasional kemiskinan itu ditetapkan degan tolak ukur garis kemiskinan. dalam 
menentukan besar garis kemiskinan perlu ditentukan suatu batas kebutuhan 
minimum yang memungkinkan orang hidup dengan layak yang meliputi jumlah 
pendapatan, pengeluaran konsumsi kebutuhan kalori dan sebagainya yang dapat 
digunakan sebagai titik tolak perhitungan (Agustina et al., 2019).  
Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan. Bagi 
penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan 
melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang bisa disingkat UMP adalah upah 
minimum yang berlaku untuk keseluruhan kabupaten/kota di satu provinsi. UMP 
untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur 






Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2015-2019 (ribu jiwa) 
 
 
Sumber: BPS Indonesia (diolah) 
Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dalam 
kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 mengalami penurunan. Hal itu dapat 
dibuktikan dengan data jumlah penduduk miskin di tahun 2015 yang tercatat 
sebanyak 28.592, tahun 2016 sebanyak 28.005, tahun 2017 sebanyak 27.771, 2018 
sebanyak 25.949 dan tahun 2019 sebanyak 25.144. sehingga dalam kurun waktu 5 
tahun yaitu 2015-2019 mengalami penurunan sebesar 3448,07 ribu jiwa.  
Pemerintah di tahun 2015 malakukan penyusunan ulang anggaran bantuan 
masyarakat dan menyebabkan alokasi subsidi bahan bakar turun dengan signifikan. 
Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi 
ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan 
sasaran dan kesinambungan fiskal. Gambaran dari kemiskinan berdasarkan wilayah 



















Presentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Penduduk Miskin Pedesaan 
Indonesia tahun 2015-2019 (persen) 
Z
 
Sumber: BPS Indonesia (diolah) 
Berdasarkan Grafik 1.2 presentase dari jumlah penduduk miskin wilayah 
perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,60% selama periode tahun 2015-2019. 
Sama halnya dengan wilayah perkotaan, wilayah perdesaan sebenarnya juga sudah 
mengalami penurunan disetiap tahunnya yaitu sebesar 1,36% selama periode tahun 
2015-2019.  
Tingkat Kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan 
sejak tahun 1993. Namun penurunan yang terjadi pada wilayah perdesaan tidak 
dapat merubah fakta bahwa wilayah perdesaan tetap menjadi wilayah yang 
mendominasi jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia dibandingkan 
dengan wilayah perkotaan. Dengan pertumbuhan yang timpang antara desa dan 
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Pertumbuhan ekonomi di atas lima persen belum secara inklusif pada 
kebijakan penurunan baik jumlah maupun presentase penduduk miskin. Indeks 
kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk 
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi, berarti jaraknya semakin jauh 
yang berarti upaya untuk mengangkat masyarakat miskin menjadi tidak miskin 
akan semakin berat (Bintang dan Woyanti, 2018). 
Dalam penelitian penulis menggunakan kabupaten/kota yang berada di 
Karesidenan Surakarta, di mana nanti akan dilihat bagaimana perkembangan dari 
tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Adapun perkembangan 
jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 akan disajikan 
pada Tabel.1 
Tabel 1-1 
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (Ribu 
Jiwa) 
 
Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata 
 Boyolali 120 117 116,4 98,2 93,8 109,08 
 Klaten 172,3 168 165 151,7 144,1 160,22 
 Sukoharjo 79,9 78,9 76,7 65,4 63,6 72,9 
 Wonogiri 123 124,8 123 102,8 98,3 114,38 
 Karanganyar 106,4 107,7 106,8 87,8 84,5 98,64 
 Sragen 130,4 126,8 124 116,4 113,8 122,28 
 Surakarta 55,7 55,9 54,9 47 45,2 51,74 
Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah) 
Berdasarkan Tabel 1-1 rata-rata kemiskinan di Kresidenan Surakarta  
dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 dengan  urutan pertama Kabupaten 
Klaten tercatat sebanyak 160,22 ribu jiwa, kedua Kabupaten Sragen sebanyak 




Kabupaten Boyolali sebanyak 109,08 ribu jiwa, kelima Kabupaten Karanganyar 
sebanyak 98,64 ribu jiwa, keenam Kabupaten Sukoharjo sebanyak 72,90 ribu jiwa, 
dan ketujuh Kota Surakarta sebanyak 51,74 ribu jiwa. 
Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi di 
karesidenan surakarta dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 di Kabupaten 
klaten sebanyak 160,2 ribu jiwa. Di mana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 172,3 
ribu jiwa, 2016 tercatat sebanyak 168,0 ribu jiwa, 2017 tercatat sebanyak 165,0 ribu 
jiwa, 2018 tercatat sebanyak 151,7 ribu jiwa dan 2019 sebanyak 144,1 ribu jiwa. 
Meskipun demikian, pada dasarnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten 
mangalami penurunan selama kurun waktu tersebut. 
Sementara itu, rata-rata Jumlah Penduduk Miskin terendah di Karesidenan 
Surakarta pada kurun waktu 5 tahun yaitu Kota Surakarta sebanyak 51,7 ribu jiwa. 
Di mana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55,7 ribu jiwa, 2016 tercatat sebanyak 
55,9 ribu jiwa, 2017 tercatat sebanyak 54,9 ribu jiwa, 2018 sebanyak 47,0 ribu jiwa 
dan 2019 sebanyak 45,2 ribu jiwa. Hal tersebut sebenarnya bisa membuktikan 
bahwa penduduk miskin dapat berhasil keluar dari masalah kemiskinan yang tengah 
dialami dalam kurun waktu 5 tahun. Kemiskinan yang cenderung menurun tersebut 
seolah-olah menggambarkan kesuksesan pemerintah Indonesia dalam menekan 
jumlah penduduk miskin untuk menaikkan kemakmuran rakyat (Taufiq, 2017). 
Dari uraian di atas menunjukkan adanya permasalahan kemiskinan yang 
terjadi di Indonesia. Kemiskinan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 
adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat 




akan membahas pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Upah 
Minimum, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Karesidenan 
Surakarta Pada Tahun 2015-2019. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam upaya untuk 
memecahkan masalah tersebut telah didapatkan beberapa rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 
Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019? 
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di 
Karesidenan Surakarta 2015-2019? 
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Karesidenan 
Surakarta 2015-2019  
4. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Karesidenan 
Surakarta 2015-2019? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari setiap penelitian yang dilakukan yaitu untuk 
memecahkan permasalahan yang tengah terjadi. Berdasarkan rumusan masalah di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan di 
Karesidenan Surakarta 2015-2019. 
2. Mengestimasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di 




3. Mengestimasi pengaruh dari upah minimum terhadap kemiskinan di 
Karesidenan Surakarta 2015-2019. 
4. Mengestimasi pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Karesidenan 
Surakarta 2015-2019. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang terdiri dari manfaat secara 
teoritis dan manfaat secara praktis. 
1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan ataupun digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang 
sejenis dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan. 
2. Bagi peneliti kegiatan ini merupakan langkah awal dari penerapan dan 
pengalaman yang bisa dijadikan referensi untuk bisa dijadikan referensi 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
3. Bagi masyarakat Karesidenan Surakarta, hasil dari penelitian yang akan 
dilakukan dapat menjadi informasi mengenai apa saja yang menyebabkan 
masalah kemiskinan khususnya di Karesidenan Surakarta. Diharapkan agar 
kedepannya masyarakat beserta pemerintah dapat berjalan bersama-sama 
untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Karesidenan Surakarta. 
4. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 
keputusan kebijakan dalam menekan masalah kemiskinan yang terjadi. 
Variabel yang digunakan dalam menguji serta menganalisis masalah dalam 




E. Metode Penelitian   
Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi data panel. Data Panel adalah gabungan antara data time series dan data 
cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu 
terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang 
dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Dengan demikian, 
model ekonometrik yang akan dipakai dalam regresi data panel dalam penelitian 
ini. Persamaan model yang akan dipakai oleh penulis akan memodifikasi persamaan 
dari artikel (Widodo et al., 2019): 
𝑙𝑜𝑔𝐽𝑃𝑀𝑖𝑡 =  ?̂?0  +  ?̂?1𝑃𝐸𝑖𝑡  +  ?̂?2𝑇𝑃𝑖𝑡  +  ?̂?3𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡  + ?̂?4𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡  +  ɛ̂𝑖𝑡 
Di mana: 
JPM  = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 
PE  = Pertumbuhan Ekonomi (%) 
TP  = Tingkat Pendidikan (tahun) 
UMK  = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah) 
TPT  = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 
log  = Operator Logaritma 
𝛽0  = Konstanta 
𝛽1 – 𝛽4  = Koefisien regresi variabel 1 – 4 
ɛ  = error term (faktor kesalahan) 
i  = Observasi ke i 
t  = Tahun ke t 
Tahapan estimasi model ekonometrik di atas akan meliputi estimasi 
parameter model dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 
Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).  Dari ketiga model tersebut 
nantinya akan dipilih model mana yang terbaik dengan menggunakan uji Uji Chow, 
Uji Hausman dan Uji LM. Apabila dari Uji Chow dan Uji Husman menunjukkan 




(LM). Setelah mendapatka model mana yang terbaik, kemudian dilakukan uji 
kebaikan model (Uji F), uji validitas pengaruh (Uji t), dan interpretasi koefisien 
determinan (R2). 
F. Sitematika Pembahasan  
Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitisn dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 
penelitian terdahulu dan landasan teori yang terkait pokok pembahasan. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai analisis deskriptif data penelitian, hasil 
estimasi penelitian, intepretasi pengaruh variabel independen dan 
intepretasi ekonomi. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. 
Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait 
atas dasar temuan umtuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa 
yang akan mendatang. 
